BAB V

Penutup
5.1. Kesimpulan :

1) Pandemi COVID-19 merupakan suatu keadaan kedaruratan medis yang
terjadi secara global hingga saat ini. Selama pandemi COVID-19 masih
berlangsung, masker kain sebaiknya dikategorikan sebagai barang
kebutuhan pokok. Pengelompokan masker kain sebagai barang kebutuhan
pokok terjadi karena masker kain telah memenuhi unsur-unsur barang
kebutuhan pokok menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yaitu :

a) Menyangkut hajat hidup orang banyak : Masker kain merupakan
barang yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk melindungi
keamanan dan keselamatan diri dari paparan virus COVID-19 yang
mematikan.

b) Skala pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi : Masyarakat
memiliki antusiasme yang tinggi untuk membeli masker kain sebab
sangat berpengaruh keselamatan nyawa masyarakat di tengah
Pandemi COVID-19

c) Faktor pendukung kesejahteraan masyarakat : Penggunaan masker
kain dapat meminimalisir resiko terpapar virus COVID-19 serta
menunjang aktivitas masyarakat di luar rumah selama pandemi

berlangsung.

2) Sebagaimana telah dikemukakan di atas, masker kain merupakan produk
yang sangat berharga dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Oleh
karena itu, seharusnya proses produksi dan perdagangan masker kain
diawasi secara ketat oleh negara. Proses pengawasan ini bertujuan untuk
mendorong kesadaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan produksi
dan perdagangan masker kain yang bermutu tinggi dan sesuai dengan
standar keamanan yang berlaku. Selain itu, kontrol ketat terhadap
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kegiatan perdagangan masker kain juga diharapkan dapat menciptakan
iklim persaingan usaha masker kain yang sehat. Memang benar bahwa
pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi mengenai masker kain,
seperti salah satunya SNI 8914:2020 yang mengatur SNI masker Kkain.
Namun, dalam realitanya, perlindungan hukum bagi konsumen masker
kain hingga saat ini masih belum berjalan secara komprehensif dan
simultan. Berbagai regulasi mengenai masker kain masih tersebar di
berbagai peraturan yang terpisah satu dengan lainnya. Salah satu faktor
penyebabnya ialah belum adanya peraturan teknis yang mengatur secara
rinci dan terunifikasi mengenai produksi, perdagangan dan penggunaan
masker kain di tengah pandemi COVID-19. Adapun, SNI masker kain
yang telah diatur dalam SNI 8914:2020 juga belum diadopsi sebagai SNI
wajib oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Akan tetapi, meskipun peraturan teknis yang mengatur mengenai masker
kain masih belum diterbitkan oleh pemerintah, namun perlindungan
hukum terhadap konsumen masker kain tetap harus berjalan. Salah satu
upaya yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum ini adalah
dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang memang menjadi peraturan payung
(umbrella act). Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini
bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen seperti :
a) Memperoleh masker kain yang aman dan bermutu tinggi (sesuai
standar keamanan dan mutu yang berlaku).
b) Memperoleh masker kain dengan harga atau nilai tukar yang sesuai.
c) Memperoleh jaminan perlindungan pasca-transaksi apabila
konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan produk masker
kain yang diperolehnya dari pelaku usaha, seperti baik melalui jalur

litigasi ataupun non-litigasi.

174



3) Sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan simultan bagi
konsumen masker kain baru dapat terwujud apabila para pihak yang
terlibat dalam keseluruhan rangkaian produksi, perdagangan, dan
konsumsi masker kain (pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen) dapat
saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Ketiga pihak yang
telah disebutkan di atas harus mampu berjalan seiringan karena peran dari
masing-masing pihak saling terhubung satu dengan yang lain. Peran dari
masing-masing pihak dalam mewujudkan sistem perlindungan hukum
yang komprehensif dan simultan bagi konsumen masker kain yang
membeli melalui platform e-commerce meliputi :

a) Pemerintah :

» Sebagai legislator, pemerintah harus menerbitkan peraturan
teknis yang mengatur mengenai standar produksi masker kain,
kegiatan perdagangan masker kain (khususnya melalui platform
e-commerce), hingga penggunaan masker kain oleh masyarakat
selama masa pandemi COVID-109.

» Mengawasi jumlah ketersediaan masker kain serta harga jual
masker kain selama masa pandemi COVID-19.

» Memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen

mengenai masker kain.

b) Pelaku Usaha:

Peran pelaku usaha akan terbagi menjadi 2 (sesuai dengan

kedudukannya), yaitu :

» Pelaku usaha masker kain (merchant) :
Menjamin bahwa setiap masker yang diperjualbelikan telah
memenuhi standar keamanan atau keselamatan yang berlaku,
menampilkan informasi mengenai masker kain secara lengkap
dan jujur, menjunjung tinggi iklim persaingan usaha yang sehat

dengan sesama pelaku usaha masker kain serta bertanggung
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jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan
produk masker kain yang diperjualbelikannya.

> Pelaku usaha penyedia atau pengelola platform e-commerce :
Mendaftarkan platform e-commerce sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk mempermudah proses
pengawasan oleh pemerintah, melakukan pengawasan secara
rutin terhadap setiap produk masker kain yang diperdagangkan
melalui  platform e-commerce yang disediakan, serta
menyediakan layanan pengaduan/pelaporan apabila konsumen
merasa tidak puas atau dirugikan oleh pelaku usaha merchant.

c) Konsumen :
Menjadi konsumen yang cermat yang mampu mengenali mutu
masker kain sebelum memutuskan untuk membelinya melalui
platform e-commerce dan menjadi konsumen yang bersedia untuk
aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelaku usaha masker kain

yang merugikan konsumen.

5.2. Saran:

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik oleh penulis di atas, maka penulis

juga mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengadakan rapat
koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non-kementerian
atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan
untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintahan non-
kementerian untuk membahas mengenai penambahan masker Kkain
sebagai salah satu barang yang dikelompokan sebagai barang kebutuhan
pokok. Berdasarkan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, penambahan masker kain
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2)

3)

sebagai barang kebutuhan pokok akan dituangkan dalam Peraturan
Menteri.

Menyusun perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting sebagai konsekuensi dari adanya penambahan masker
kain sebagai barang kebutuhan pokok sebagaimana telah dijelaskan
dalam saran pertama. Lebih lanjut, perubahan akan dilakukan pada Pasal
2 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan
dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dimana
terdapat penambahan masker kain sebagai barang yang dapat
diklasifikasikan sebagai barang kebutuhan pokok. Penambahan masker
kain sebagai barang kebutuhan pokok dapat berlangsung selama pandemi
COVID-19 berlangsung dan dapat dipertimbangkan kembali manakala

pandemi telah usai.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri
yang materi muatannya adalah memberlakukan SNI 8914:2020 sebagai
SNI wajib. Dengan pemberlakuan SNI masker kain, maka setiap pelaku
usaha masker kain yang akan melakukan kegiatan produksi dan/atau
perdagangan masker kain wajib memperoleh sertifikat SNI terlebih
dahulu. Pemberlakuan SNI masker kain sebagai SNI wajib dinilai dapat
cukup efektif untuk mencegah perdagangan masker kain yang tidak
sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan yang berlaku. Namun,
pemberlakuan kewajiban memperoleh sertifikat SNI ini juga harus diikuti
dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintah untuk meringankan
beban pelaku usaha masker kain, seperti proses memperoleh sertifikat
SNI yang cepat dan berbiaya ringan. Selain itu, dalam Peraturan Menteri
Kesehatan tersebut juga dapat dicantumkan mengenai kewajiban kepada

masyarakat untuk mengenakan masker kain yang telah sesuai dengan SNI
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4)

5)

6)

berikut dengan tata cara penggunaan masker kain yang tepat sebagai
upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Pemerintah menentukan harga acuan jual masker kain sebagai
pemenuhan kewajiban pemerintah dalam mengawasi harga jual barang
kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Penentuan harga acuan jual
masker kain ini berfungsi untuk mengontrol harga jual masker kain agar
tidak terlampau tinggi. Sebagaimana diketahui, masker kain merupakan
produk yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan keselataman
masyarakat selama masa pandemi. Oleh karena itu, produk masker kain
harus mudah diperolen oleh masyarakat. Agar mudah dibeli oleh
masyarakat, maka harga masker kain harus terjangkau agar tidak
memberatkan masyarakat yang sangat membutuhkan produk masker kain

selama masa pandemi COVID-109.

Pemerintah (melalui Kementerian Perdagangan serta Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) bekerja sama dengan
pihak penyedia dan/atau pengelola platform e-commerce untuk
melakukan pengawasan terhadap masker kain yang diperdagangkan
melalui situs atau platform e-commerce. Apabila ditemukan pelaku usaha
yang memperdagangkan masker kain tidak sesuai dengan kriteria dalam
SNI, tidak memiliki sertifikat SNI, atau menjual masker kain dengan
harga yang terlalu tinggi, maka pemerintah dapat mengajukan permintaan
untuk menutup akses jual-beli terhadap pelaku usaha masker kain
tersebut. Pihak pengelola platform e-commerce dapat melakukan
penutupan toko secara paksa, pemblokiran ataupun penghapusan konten

produk masker kain tersebut dari platform e-commerce.

Pemerintah mengadakan sosialisasi dan edukasi secara rutin (baik kepada

pelaku usaha ataupun konsumen) mengenai pentingnya penggunaan
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masker kain yang sesuai dengan SNI sebagai bentuk proteksi dari paparan
virus COVID-109.
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